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ABSTRAK 

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam 

Pembentukan Perda Berdasarkan Undang –Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Di Provinsi Bengkulu Perspektif siyasah Tasyri’iyah 
Oleh : Annisa Udzakiah, NIM : 2223150158, Hukum Tata Negara, 

Syariah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu dalam 

pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014, mengetahui faktor pendukung dan penghambat 

pelaksanaannya, serta meninjaunya dari perspektif Siyasah Tasyri'iyah. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan 

fungsi legislasi DPRD yang ditandai dengan belum tercapainya target 

Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), masih 

terbatasnya partisipasi masyarakat, serta perlunya peningkatan 

koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam pembentukan 

Peraturan Daerah. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan 

yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kewenangan DPRD Provinsi Bengkulu 

dalam pembentukan Peraturan Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, namun belum 

berjalan secara optimal. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan 

waktu pembahasan, prioritas terhadap Raperda yang bersifat wajib, 

koordinasi yang belum maksimal, dan rendahnya partisipasi 

masyarakat. Dalam perspektif Siyasah Tasyri'iyah, pelaksanaan 

kewenangan DPRD telah sejalan dengan prinsip al-'adl (keadilan), al-

maslahah (kemaslahatan), al-amanah (amanah), dan asy-syura 

(musyawarah), sehingga pembentukan Peraturan Daerah harus 

berorientasi pada terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Kata Kunci: Kewenangan DPRD, Pembentukan Peraturan Daerah, 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Siyasah Tasyri'iyah 
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ABSTRACT 

The Authority of the Regional House of Representatives 

(DPRD) in the Enactment of Regional Regulations Based on 

Law Number 23 of 2014 in Bengkulu Province: A Siyasah 

Tasyri’iyah Perspective. By: Annisa Udzakiah, Student ID: 

2223150158, Constitutional Law, Sharia, UIN Fatmawati 

Sukarno Bengkulu. 

This study aims to analyze the authority of the Bengkulu 

Province Regional House of Representatives (DPRD) in enacting 

Regional Regulations based on Law Number 23 of 2014, identify 

the supporting and inhibiting factors of this process, and examine 

it from the perspective of Siyasah Tasyri'iyah (Islamic legislative 

policy). The study is motivated by the suboptimal execution of 

the DPRD's legislative function, evidenced by the failure to meet 

the targets of the Regional Regulation Formation Program 

(Propemperda), limited public participation, and the need for 

improved coordination between the DPRD and the Regional 

Government regarding the enactment of Regional 

Regulations.This research employs an empirical-juridical method. 

Data were collected through observation, interviews, and 

documentation, and subsequently analyzed using a descriptive-

qualitative approach. The results indicate that while the Bengkulu 

Province DPRD has exercised its authority to enact Regional 

Regulations in accordance with Law Number 23 of 2014, the 

process has not yet functioned optimally. Obstacles encountered 

include limited time for deliberation, the prioritization of 

mandatory draft regulations, suboptimal coordination, and low 

public participation. From the perspective of Siyasah Tasyri'iyah, 

the exercise of DPRD authority aligns with the principles of al-

'adl (justice), al-maslahah (public interest/welfare), al-amanah 

(trustworthiness), and asy-syura (consultation); consequently, the 

enactment of Regional Regulations must be oriented toward 

achieving justice, utility, and public welfare. 
Keywords: DPRD Authority, Regional Regulation Formation, Law Number 23 

of 2014, Siyasah Tasyri'iyah 
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MOTTO  

٣٣ x  أستغفر الله العظي 

“SANTAI TAPI SERIUS,PELAN TAPI PASTI.” 

(Annisa Udzakiah) 
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